
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 7 TAHUN 2011 TENTANG 
R E T R I B U S I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa re t r ibus i pemakaian kekayaan daerah merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang pent ing guna 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat; 

b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan 
perubahan besaran tar i f r e t r ibus i pemakaian kekayaan 
daerah, maka d ipandang per lu penyesuaian terhadap 
re t r ibus i pemakaian kekayaan daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 T a h u n 2011 tentang 
Retr ibusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah t idak 
sesuai kond is i saat i n i sehingga perlu d i l akukan 
perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d i 
maksud pada h u r u f a, b dan c, per lu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 27 T a h u n 2011 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten d i L ingkungan 
Provinsi Jawa T imur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
te lah beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-
Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Menteri Da lam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2007 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Nomor 27 T a h u n 2011 tentang 
Retr ibusi pemakaiaan Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN D A E R A H NOMOR 2 7 TAHUN 2011 TENTANG 
R E T R I B U S I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang 
Retr ibusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2011 Nomor 27), d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan pada Pasal 1 d iubah , setelah nomor 16 d i tambah nomor u r u t baru 
ya i tu nomor u r u t 17, 18, 19, 20, 2 1 , dan 22 sehingga Pasal 1 selengkapnya 
berbunyi : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Kepala Daerah adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Pejabat yang d i t u n j u k adalah pegawai yang diber i tugas ter tentu d i 

b idang re t r ibus i daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Instans i pemungut re t r ibus i adalah instans i yang sesuai dengan 

Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas u n t u k memungut re t r ibus i 
pemakaian kekayaan daerah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, ba ik yang me lakukan usaha m a u p u n yang t idak me lakukan 
usaha yang me l iput i perseroan terbatas, perseroan komanditer , 
perseroan la innya, badan usaha m i l i k negara (BUMN), atau badan usaha 
m i l i k daerah (BUMD) dengan nama dan da lam bentuk apa p u n , f irma, 
kongsi , koperasi, dana pens iun, persekutuan, pe rkumpu lan , yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial po l i t ik , a tau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan la innya termasuk kont rak investasi kolekt i f 
dan bentuk usaha tetap. 

7. Pemungutan adalah sua tu rangkaian kegiatan mu la i dar i pengh impunan 
data objek dan subjek re t r ibus i , penentuan besamya re t r ibus i yang 
terutang sampai kegiatan penagihan re t r ibus i kepada Wajib Retr ibusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

8. Kas U m u m Daerah adalah Kas U m u m Kabupaten Pacitan. 
9. Kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dar i perolehan la innya yang sah. 
10. Retr ibusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut 

re t r ibus i , adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 
11. Surat Setoran Retr ibusi Daerah, yang selanjutnya dis ingkat SSRD, 

adalah b u k t i pembayaran a tau penyetoran re t r ibus i yang telah 
d i l akukan dengan menggunakan formul i r a tau telah d i l akukan dengan 
cara la in ke kas daerah mela lu i tempat pembayaran yang d i t u n j u k oleh 
Bupat i . 

12. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah, yang selanjutnya dis ingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan re t r ibus i yang menentukan besarnya j u m l a h 
pokok re t r ibus i yang terutang. 

Pasal I 
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13. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
dis ingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan re t r ibus i yang menentukan 
j u m l a h kelebihan pembayaran re t r ibus i karena j u m l a h kred i t re t r ibus i 
lebih besar daripada re t r ibus i yang te rutang atau seharusnya t idak 
terutang. 

14. Surat Tagihan Retr ibusi Daerah, yang selanjutnya dis ingkat STRD, 
adalah surat u n t u k me lakukan tag ihan re t r ibus i dan/atau sanksi 
admin is t ra t i f berupa bunga dan/atau denda. 

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengh impun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau b u k t i yang d i laksanakan secara objekti f dan 
profesional berdasarkan sua tu standar pemeriksaan u n t u k menguj i 
kepatuhan pemenuhan kewajiban re t r ibus i daerah dan/atau u n t u k 
t u j u a n la in da lam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan re t r ibus i daerah. 

16. Penyidikan t indak p idana d i b idang re t r ibus i adalah serangkaian 
t indakan yang d i l akukan oleh penyidik u n t u k mencar i serta 
mengumpu lkan b u k t i yang dengan b u k t i i t u membuat terang t indak 
p idana d i b idang re t r ibus i daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

17. Kawasan Permukiman adalah l ingkungan h u n i a n yang terd i r i atas satu 
satuan perumahan yang mempunya i prasarana, sarana dan ut i l i tas 
u m u m serta mempunya i penunjang kegiatan fungsi la in d i kawasan 
perkotaan a tau kawasan pedesaan. 

18. Kawasan Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 
lebih wi layah admin is t ra t i f yang d i da lamnya terdapat daya ta r ik wisata, 
fasil itas u m u m , fasil itas par iwisata dan aksesibil itas. 

19. Kawasan usaha perdagangan dan jasa adalah kawasan yang di fungsikan 
u n t u k pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial , tempat 
beketja, tempat berusaha, serta fasil itas u m u m / sosial pendukungnya. 

20. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang pe run tukkannya sebagai 
tempat kegiatan perkantoran dan jasa beserta fasil itasnya. 

2 1 . Komersial adalah sesuatu yang herorientasi prof it a tau berfokus pada 
mencar i keuntungan . 

22. Non Komersial adalah sesuatu ha l yang t idak herorientasi pada profit 
a tau sama sekali t idak berfokus pada mencar i keuntungan . 

2. Ketentuan pada Pasal 3 d iubah , sehingga Pasal 3 selengkapnya berbuny i : 

(1) Obyek Retr ibusi adalah pemakaian kekayaan daerah. 
(2) Kekayaan daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. Tanah; 
b. Peralatan dan mesin; dan/atau 
c. Bangunan. 

(3) D ikecual ikan dar i obyek re t r ibus i adalah pemakaian kekayaan daerah 
u n t u k kepentingan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

V 
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Ketentuan pada BAB IV d iubah dan menjadi BAB V selengkapnya berbunyi : 

BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Ketentuan pada BAB V d iubah dan menjadi BAB VI selengkapnya berbunyi : 

BAB VI 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN S T R U K T U R DAN 

BESARNYA T A R I F 

Ketentuan pada BAB VI d iubah dan menjadi BAB VII selengkapnya 
berbunyi : 

BAB VI I 
S T R U K T U R DAN BESARNYA T A R I F R E T R I B U S I 

Ketentuan pada Pasal 14 d iubah , sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi : 

Pasal 14 

(1) Retr ibusi d ipungut d i wi layah Daerah. 
(2) Bupa t i a tau pejabat yang d i t u n j u k menetapkan re t r ibus i t e rutang dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen la in yang dipersamakan. 
(3) Dokumen la in yang d ipersamakan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

dapat berupa karcis, k u p o n , a tau k a r t u langganan. 
(4) Ketentuan lebih l an ju t mengenai ta ta cara penerbitan, penyampaian 

SKRD, dan dokumen la in yang dipersamakan d ia tur da lam Peraturan 
Bupat i . 

Ketentuan pada Pasal 23 d iubah , sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi : 

Pasal 23 

(1) Pada saat Peraturan Daerah i n i ber laku, Retr ibusi yang masih t e rhutang 
mas ih dapat d i tag ih selama j angka w a k t u 3 (tiga) T a h u n t e rh i tung sejak 
saat terutang. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah i n i ber laku, u n t u k kekayaan daerah yang 
menjadi obyek re t r ibus i kekayaan daerah yang mas ih d ike i jasamakan 
dengan p ihak ketiga, maka perjanj ian kerjasama tetap ber laku sampai 
berakhirnya j angka w a k t u perjanj ian kerjasama. 

Ketentuan da lam Lampiran d iubah dan selengkapnya berbuny i sebagaimana 
t e rcantum da lam Lampiran yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Daerah i n i . 



Pasal I I 

Peraturan Daerah i n i mu l a i ber laku pada tanggal 1 September 2 0 2 1 . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 30 - 7 - 2021 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 0 - 7 - 2021 

^ INDRATA NUR BAYUAJI 

S DAERAH 

H E R U WIWOHO SP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA 
TIMUR NOMOR 95-6/2021 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 
TENTANG R E T R I B U S I PEMAKAAIN KEKAYAAN DAERAH 

I. UMUM 
Dalam tert ib adminis t ras i penggunaan kekayaan daerah, maka per lu 

adanya pengurangan dan penambahan obyek re t r ibus i pemakaiaan kekayaan 
Daerah sehingga per lu membuat regulasi tentang penetapan tar i f re t r ibus i 
pemakaian kekayaan daerah 

Sehubungan dengan ha l tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 
27 T a h u n 2011 tentang Retr ibusi Pemakaian Kekayaan daerah perlu 
d i l akukan perubahan 

I I . PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

C u k u p Jelas 

Pasal 11 
C u k u p jelas. 



LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 6 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 
TENTANG R E T R I B U S I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

T A R I F R E T R I B U S I PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

NO JENIS KEGIATAN TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 

A. TANAH 
1 Penggunaan tanah Pemda u n t u k 

bangunan t idak permanen la innya 
kepentingan pemasangan terop, reklame, dan 

No. Kecamatan 

Besaran Retribusi per m-' 

No. Kecamatan PKL di dalam 
Kawasan wisata 

/ bulan 

Kawasan 
Usaha 

Perdagangan 
dan Jasa/ 

hari 

Kawasan 
Permukiman 

Potensial/ hari 

Kawasan 
Perkantoran/ 

hari 

Didalam 
Kawasan 

wisata / hari 

1 Donorojo Rp 2,400.00 Rp 625.00 Rp 250.00 Rp 425.00 Rp 325.00 

2 Punung Rp 2,200.00 Rp 600.00 Rp 225.00 Rp 375.00 Rp 250.00 

3 Pringkuku Rp 2,100.00 Rp 500.00 Rp 200.00 Rp 350.00 Rp 250.00 

4 Arjosari Rp 1,800.00 Rp 450.00 Rp 200.00 Rp 325.00 Rp 200.00 

5 Pacitan Rp 2,700.00 Rp 650.00 Rp 300.00 Rp 450.00 Rp 375.00 

6 Kebonagung Rp 2,000.00 Rp 500.00 Rp 200.00 Rp 325.00 Rp 250.00 

7 Nawangan Rp 1,800.00 Rp 450.00 Rp 150.00 Rp 325.00 Rp 200.00 

8 Bandar Rp 1,600.00 Rp 375.00 Rp 150.00 Rp 250.00 Rp 150.00 

9 Tegalombo Rp 1,600.00 Rp 375.00 Rp 150.00 Rp 250.00 Rp 150.00 

10 Tulakan Rp 2,100.00 Rp 500.00 Rp 200.00 Rp 400.00 Rp 250.00 

11 Ngadirojo Rp 2,100.00 Rp 500.00 Rp 200.00 Rp 400.00 Rp 250.00 

12 Sudimoro Rp 1,800.00 Rp 450.00 Rp 200.00 Rp 3,50.00 Rp 200.00 

b. u n t u k kegiatan non komersia l : 

No. Kecamatan 

Besaran Retribusi per m^ 

No. Kecamatan Kawasan Usaha 
Perdagangan dan 

Jasa/ hari 

Kawasan 
Permukiman 

Potensial/ hari 

Kawasan 
Perkantoran/ 

hart 

Didalam Kawasan 
Wisata / hari 

1 Donorojo Rp 500.00 Rp 200.00 Rp 325.00 Rp 250.00 

2 Punung Rp 450.00 Rp 175.00 Rp 300.00 Rp 200.00 

3 Pringkuku Rp 400.00 Rp 150.00 Rp 275.00 Rp 200.00 

4 Arjosari Rp 350.00 Rp 150.00 Rp 250.00 Rp 150.00 

5 Pacitan Rp 525.00 Rp 250.00 Rp 350.00 Rp 300.00 

6 Kebonagung Rp 400.00 Rp 150.00 Rp 250.00 Rp 200.00 

7 Nawangan Rp 350.00 Rp 125.00 Rp 150.00 Rp 150.00 

8 Bandar Rp 300.00 Rp 125.00 Rp 200.00 Rp 125.00 

9 Tegalombo Rp 300.00 Rp 125.00 Rp 200.00 Rp 125.00 

10 Tulakan Rp 400.00 Rp 150.00 Rp 300.00 Rp 200.00 

11 Ngadirojo Rp 400.00 Rp 150.00 Rp 300.00 Rp 200.00 

12 Sudimoro Rp 350.00 Rp 150.00 Rp 250.00 Rp 150.00 

r 



NO JENIS KEGIATAN TARIF RETRIBUSI 
(Rp) 

KETERANGAN 

1 2 3 4 
2 Penggunaan alon - alon dalam rangka kegiatan 2 

a. Komersial Rp 1.000,00 / m2/hari 
2 

b. Non Komersial Rp 600,00/ m2/har i 

B. PERALATAN DAN MESIN 
1 T r u k 3908 cc t a h u n 2008 

T r u k 3908 cc t a h u n 2010 
Rp 400.000,00/ har i 
Rp 400.000,00 /har i 

2 Pemanfaatan M a t Berat: 2 
a. Mesm Gilas 6 t on 2001 Rp 400.000,00 / ha r i 

2 

b. Motor grader MG 3 H 1980 Rp 650.000,00 / ha r i 

2 

c. Wheel LxDader Komatshu 
WA 180-1 t a h u n 1980 

Rp 600.000,00 / ha r i 

2 

d. Tandem Roleer 6 ton t a h i n 1994 Rp 400.000,00 / ha r i 

2 

e. Tire Roller Sakai TS 7409 Rp 325.000,00 / ha r i 

> f. Air Compresor Rp 150.000,00 / ha r i 
g. Excavator PC 200 t a h u n 2001 Rp 140.000,00 / j a m 
h . Excavator PC 200 - BMD T a h u n 

2019 
Rp 240.000,00 / j a m 

1. Tandem Roller 4 ton 2014 Rp 750.000,00/har i 
j . Wheel Loader Komatsu WA 200-

5 T a h u n 2014 
Rp 1.050.000,00/hari 

k. ClawlerExcavator long 2012 Rp 200.000,00 / j a m 
1 TT^ X T l C / ' 

1. Exsavator Pc 56 Rp 120.000,00 / j a m 
m. Breker PC 200 Rp 350.000,00 / j a m 

3 Pemanfaatan Laborator ium U n t u k Penelitian Bahan Ja lan 3 
a. Analisa j a r ingan Rp 50.000,00 / contoh 

3 

b. Berat j en is agregat Rp 50.000,00 / contoh 
c. Pemeriksaan berat is i Rp 50.000,00 / contoh 

1 
d. Kadar l u m p u r dan lempung Rp 50.000,00 / contoh 

1 
e. Kadar air agregat Rp 50.000,00 / contoh 1 f. Extract ion test asphalt lapen 

t e imasuk pengambilan sampel 
Rp 65.000,00 / contoh 1 

g. Lapis penetrasi b u r d a / b u r t u Rp 50.000,00 / t i t i k 

1 

h . Asphalt compact ion test Rp 50.000,00 / t i t i k 

1 

i . Core dr i l l ing test laston Rp 50.000,00 / t i t i k 

1 

j . Marshal l test Rp 150.000,00 /contoh 

1 

k. Kepadatan lap (DCP) u n t u k 
LPB/LPA badan/bahu j a l a n 

Rp 75.000,00 /contoh 

1 

1. Laboratory CBR test Rp 50.000,00 /contoh 

1 

m.Sand cone test Rp 100.000,00 / t i t i k 

1 

n . Abrasi test Rp 100.000,00 / t i t i k 
4 Pemanfaatan Laborator ium U n t u k Penelitian Tanah (Geo Teknik) 4 

a. Pemeriksaan kadar air Rp 20.000,00/ contoh 

4 

b. Compaction standart test Rp 100.000,00 / contoh 

4 

c. Speedy Moisture test Rp 25.000,00 / contoh 

4 

d. Compaction modified test Rp 100.000,00 /contoh 
5 Pemanfaatan Laborator ium U n t u k L-,aboratorium Beton 5 

a. Job mix design beton Rp 250.000,00 / contoh 
5 

b. Anal isa j a r ingan beton Rp 50.000,00 / contoh 

i 



NO JENIS KEGIATAN TARIF RETRIBUSI 
(Rp) 
1 CJ. — 

KETERANGAN 

1 2 3 4 
c. Strenght compresive beton Rp 50.000,00 / contoh 
d. Slomp test Rp 50.000,00 / contoh 
e. Hamtner test Rp 50.000,00 / contoh 
f. Cylimder mold dan 

concretecube mold 
Rp 5.000,00 / contoh 

C. BANGUNAN DAN GEDUNG 
1 T Cl l ldiVctlct l l Uct l igLl l lCt l l U . 11LU .1V I V H J O 

d i TPI Wawaran 
Rn 40 000 00/bu lan 
J - V l J l \ J . \ J \ J \ J j \ J ^ ~ f l k _ / b 4 X C X X X 

2 Pemakaian bangunan u n t u k 
gudang d i TPI Wawaran 

Rp 60.000,00/bulan 

3 1 ClllcLiVcliClll I Jc t l l gU l i c l i l LlliLU-JtV 

gudang Tempat Pendaratan Ikan 
Desa Karangnongko Kecamatan 
l^f»V>nTi ca c m n or ivCULIl lc lgLl l lg 

Rn 60 000 00/bu lan 

4 
A 
W 

Pemakaian bangunan u n t u k 
c m H a n or T'f^mrscit P p ' n H a r a t Q n Tlrian 
^ L l L i d l l ^ 1 C i l l ^ d L 1 C l l L ld l d L d i l IxVdli 

r̂ *=»QQ T ^ f a t T n n c y p l 
l-/Cod l V C x L J . l _ / L 4 . & C l . l 

KecamatanKebonagung 

Rp 60 .000,00/bulan 

5 Pemakaian bangunan u n t u k 
eudane Temoat Pendaratan Ikan 
C . k.<t. J>Cj X V y l - A x L ^ v X I . X V y X X k X C y X X bX. I.XX.X X X X ^ b X X X 

Desa Klesem Kecamatan 
Kebonagung 

Rp 50.000,00/bulan 

6 Pemakaian bangunan u n t u k 
oriiHflnor Tfrmnaf P f n r l n r p t f i n T l f an 

Desa Wora war i Kecamatan 
1 — V V C * . VV CH.X X X V X y W C X X X X C X C C X X X 

Kebonagung 

Rp 30.000,00/bulan 

7 Pemakaian bangunan u n t u k 
gudang Desa Sumberejo 
Kecamatan Sudimoro 
X X.Xy ^y M X X ^VH^X X >̂—X XPPX X X X X X 

Rp 60.000,00/bulan 

8 Pemakaian Rumah Nelayan 
Andon 

Rp 100.000,00/bulan 

Pemakaian Gedung YABl 
d . IVUll lCl o l d ! . 

1) Puku l 07.00 s/d 17.00 
2) Puku l 17.00 s/d 22.00 

Rp 500.000,00/har i 
Rp 600.000,00/har i 

Vi Mr^Ti T ^ n m i=*TQi Q1 • 

1) Puku l 07.00 s/d 17.00 
2) Puku l 17.00 s/d 22.00 

Rp 400.000,00/har i 
Rp 500.000,00/har i 

10 Pemakaian Gedung Ke lurahan 
a. Komersial : 

1) Puku l 07.00 s/d 17.00 
2) Puku l 17.00 s/d 22.00 

Rp 500.000,00/ har i 
Rp 600.000,00/ har i 

b. Non Komersial : 
1) Puku l 07.00 s/d 17.00 
2) Puku l 17.00 s/d 22.00 

Rp 400.000,00/har i 
Rp 500.000,00/har i 

11 Pemakaian selter ku l iner d i Alon-
alon Pacitan 

Rp 100.000,00/bulan 

V 



NO JENIS KEGIATAN (Rp) 
KETERANGAN 
f ^ A ^ A A i # A ^ f A A « ^ A A A A V 

1 2 3 4 
12 Pemakaian bangunan d i kawasan 

wisata Pancer Door 

b. Telasaran 
Rn 50 000.00/bulan 
X V l A v y vy * L / L y \y • L y vy / vyxxL'Xx. x. 

Rp 30.000,00/bulan — ~ -

13 Pemakaian bangunan d i kawasan 
wisata Goa Gong berupa ; 
a. Kios 
b Telasaran 

Rp 95.000,00/bulan 
Ro 35 000,00/bulan 
A. k. v y ^ y • vy vy vy k ^y ^y / ŷm. x.^.^x-

14 Pemakaian bangunan d i kawasan 
w i s a t a G n a T a b u b a n b e n i n a • 
W X O C X U C X V J X x C l X CX LX I xXXCXXX X./V..X LXXXCX. , 

a. Telasaran Goa Tabuhan 
b. Kios 

Rp 1.000,00/hari 
Rp 50.000,00/bulan 

15 Pemakaian bangunan d i kawasan 
wisata Pantai Srau berupa Kios 

Rp 60 .000,00/bulan 

16 Pemakaian banpu nan d i kawasan 
X by XX X C X X V C A X C A X X lu/ex. X X L A X X CX.X X L A X XTVCA VV bAv7CA.X X 

wisata Pantai Klayar berupa : 
a. Kios Blok A 
b. Kios Blok B 
c. Kios Blok C 
d. Telasaran 

Rp 110.000,00/bulan 
Rp 100.000,00/bulan 
Rp 75.000,00/bulan 
Rp 25.000,00/bulan 

D. PENGGUNAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN 1 
1 Pemakaian Kamar d i Mess Pemda 

Surabaya 
Rp 200.000,00/kamar 
/har i 

2 Pemakaian kamar d i Mess Jogja Rp 150.000,00/kamar 
/har i 

3 Pemakaian kamar d i Bangunan 
h u n i a n bert ingkat d i wi layah 
stadion Olah raga. 

Rp 100.000,00/kamar 
/har i 

P A C I T A N ^ 

INDRATA NUR BAYUAJI 


